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3 . Laporan Kinerja (LAKIN) meliputi uraian tentang ikhtisar eksekutif, perencanaan

kinerja serta akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tabanan merupakan salah satu bukti dalam mewujudkan visi, misi dan nilai

Direktorat Jenderal Pajak sehingga pada akhirnya akan tercapainya masyarakat yang

sadar dan peduli pajak.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LAKIN) ini masih belum sempurna, oleh

sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun. Kami

akan terus berupaya untuk dapat menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) ini sea k u r a t 

m u n g k i n s e h i n g g a t e r w u j u d t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h a n yang baik (good governance)

serta dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Tabanan, 30 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Sudarso
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perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi

dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas

distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data,

dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan

monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hokum dan

produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan

pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan

memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui

pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi

perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan,

tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan,

dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak,

serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan

melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan

produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan

analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target

penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian

properti, bisnis, dan asset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan,

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan

piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan

produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi

Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas

melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan wajib

pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan,

pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan

dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah,

pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan,

pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan,
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pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib

Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan

tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi

penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas

melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi

pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian

dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat

Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi KPP Pratama Tabanan. Dalam melakukan tugas sebagaimana

dimaksud, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan, dan penyajian profil potensi perpajakan;

b. edukasi dan konsultasi pajak;

c. pelayanan pajak;

d. pengawasan dan ekstensifikasi pajak;

e. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; dan

f. pelaksanaan administrasi kantor.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan, yang meliputi:

a. Pemeriksaan lengkap;

b. Pemeriksaan sederhana;

c. Pemeriksaan dalam rangka penagihan (Deliquency Audit).
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13) Internet Corner

14) Ruang Server

15) Ruang Berkas

16) Toilet Wajib Pajak

17) Toilet Pegawai

18) Tempat Ibadah (Musholla dan Pura)

19) Parkiran Wajib Pajak (Mobil, Sepeda Motor dan Sepeda)

20) Parkiran Pegawai (Mobil dan Sepeda Motor)

21) Parkiran Mobil Dinas

22) Smoking Area (Tempat Merokok)

23) Taman

24) Ruang Generator Set (Genset)

25) Pantry/Dapur

26) Kantin

b. Rumah Dinas yang terletak di Banjar Tanah Pegat Desa Gubug Kecamatan

Tabanan Kabupaten Tabanan, sebanyak 11 unit

c. Gedung eks. KP4 Tabanan di Jalan Sudirman Desa Dajan Peken Kecamatan

Tabanan Kabupaten Tabanan yang sudah tidak efektif digunakan sebagai

gudang penyimpanan berkas dan BMN Inventaris. Selain itu untuk sarana

penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) yang telah berstatus rusak berat

sehingga tidak memenuhi gedung utama KPP Pratama Tabanan

d. Gedung KP2KP Negara di Jalan Mayor Sugianyar No.11 Desa Dauhwaru

Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. KP2KP Negara juga membantu

tugas dan fungsi KPP Pratama Tabanan dalam menghimpun penerimaan

pajak khususnya di Kabupaten Jembrana

e. Gedung eks. KP2KP Negara di Jalan Mayor Sugianyar No.11 Desa Dauhwaru

Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang digunakan sebagai

Gedung Satelite Office (Seksi Pengawasan II). Satelite Office (Seksi

Pengawasan II) memiliki tugas dan fungsi pengawasan kewilayahan atas

wajib pajak yang berada di wilayah Jembrana.
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Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan

pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras

dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya

pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif,

hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan

penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan

dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam

penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis,

organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang

menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat

dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal

adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang

agile, efektif, dan efisien adalah:

a. Organisasi dan SDM yang optimal.

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Begitu pula dengan KPP Pratama Tabanan yang merupakan intansi dibawah

Direktorat Jenderal Pajak, menetapkan rencana strategis guna menunjang dan

mendukung keberlangsungan sasaran strategis DJP. Setelah penetapan rencana

strategis, maka KPP Pratama Tabanan menjabarkan rencana secara detail dalam

bentuk Penetapan Kinerja yang memuat beberapa hal diantaranya adalah Sasaran

Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja. Sasaran

Strategis KPP Pratama Tabanan yang dibuat pada awal Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penerimaan  Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;

6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
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7. Penegakan hukum yang efektif;

8. Data dan Informasi yang berkualitas;

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;

10.Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

          D a r i   S a s a r a n   S t r a t e g i s   ( S S )   d i a t a s ,   t e r d a p a t   I n d i k a t o r   K i n e r j a   U t a m a   ( I K U )   

y a n g   d i r i n c i   s e b a g a i   b e r i k u t : 

1 . Persentase realisasi penerimaan pajak;

2 . Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 

perencanaan kas;

3 . Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 

Masa (PPM);

4 . Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Badan dan Orang Pribadi;

5 . Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan 

Material (PKM);

6 . Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan;

7 . Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan;

8 . Persentase pengawasan pembayaran masa;

9 . Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;

1 0 .  Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;

1 1 .  Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;

1 2 .  Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian;

1 3 .  Tingkat efektivitas Penagihan;

1 4 .  Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;

1 5 .  Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi   

perpajakan;

1 6 .  Persentase penghimpunan data regional dari ILAP;

1 7 .  Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM;

1 8 .   Indeks Penilaian Integritas Unit;

1 9 .  Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;

2 0 .   I n d e k s   k i n e r j a   k u a l i t a s   p e l a k s a n a a n   a n g g a r a n . 
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makro 2020 – 2024, capaian pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian
2020 – 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. Dalam rangka mewujudkan Visi
tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.
RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda
pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan

iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi

pelayanan publik.
Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024,
masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui
beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan
dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan
dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan
DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut
mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi
Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:
a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan

usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan;
penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui
Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan
retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat
kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
1) Direktorat Peraturan Perpajakan I
2) Direktorat Peraturan Perpajakan II
3) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax
system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak
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maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan
negara. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
1) Direktorat Transformasi Proses Bisnis
2) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi
3) Direktorat Peraturan Perpajakan I
4) Direktorat Peraturan Perpajakan II
5) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-
2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:
a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara
nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis
penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).
DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem
administrasi perpajakan yang terintegrasi.
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Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.

Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan

sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas

impor;

2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;

3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan

PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P

lending, serta PPN PMSE;

4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan

5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar

nasional

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui

target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama

yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam

Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang

semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan 

kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN

yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam

Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas

secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan

harga komoditas, dan bauran kebijakan.
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a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak.

Capaian penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas

ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto

mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang

melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;

2. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya

Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN,

penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);

3. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu

mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;

4. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan

Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan

5. Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca

pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak. Meskipun target

penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa 

kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang

memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;

2. Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode

semester II tahun 2022;

3. Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan

4. Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya

faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

adalah: 

a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor

wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja

pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;

b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan

sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan
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dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.Kegiatan penyuluhan dibagi

menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan

Perilaku 

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah

kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara

aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi

sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau

tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai

kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio

kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi

kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi

kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal

sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana

kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh

masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan

minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi

Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang

melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah

rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk

masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran

Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi

perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan

tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan

sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah

sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku Pelaporan



https://sisuluh/
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1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan

sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur,

akuntabel, partisipatif, dan transparan. 

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen

kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem

manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja. 

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja

organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode

tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya

sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama

periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur

manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three.

Struktur UPK-Three terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1

(satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki

tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja

organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator

pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di

Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1

(satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki

tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai

unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor

pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan

Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah

sebagai berikut:
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1. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor

Pelayanan Pajak; dan

2. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah

Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua)

komponen sebagai berikut:

a. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada

peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja

diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam

meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu

mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan

objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2

(dua) kegiatan sebagai berikut: Pelaksanaan penyampaian imbauan

terkait manajemen kinerja; dan Pelaksanaan Dialog Kinerja

Organisasi (DKO). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas

Direktur KITSDA. 

b. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur

efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di

lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas

pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan

Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan

disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas

pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor

Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas

pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur

KITSDA.Keterangan:
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a. Efisiensi pada Bidang Anggaran: KPP Pratama Tabanan telah melakukan

pengelolaan anggaran yang lebih optimal dengan melakukan prioritisasi

terhadap kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian

target. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain pengurangan biaya

operasional yang tidak efisien dan pemanfaatan anggaran yang lebih

terarah pada kegiatan yang mendukung transformasi digital dan

peningkatan layanan pajak seperti peningkatan jumlah kunungan kerja ke

wajib pajak dalam rangka konfirmasi SP2DK dan pengumpulan data

KPDL.

b. Efisiensi pada Sumber Daya Manusia: KPP Pratama Tabanan juga

mengimplementasikan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia

melalui peningkatan kualitas kompetensi pegawai, serta pemetaan dan

penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik secara internal

maupun eksternal, difokuskan pada peningkatan produktivitas dan

pelayanan pajak yang lebih efektif. 

c. Efisiensi dalam Organisasi: Di sisi organisasi, KPP Pratama Tabanan

melakukan penataan struktur organisasi dengan tujuan untuk mengurangi

birokrasi yang tidak perlu serta mempercepat proses pengambilan

keputusan. Efisiensi ini juga tercermin pada penyederhanaan prosedur

internal, yang mendukung kelancaran operasional dan memberikan ruang

lebih untuk fokus pada pelayanan publik.

d. Efisiensi Penggunaan dan Pemanfaatan Aset: Pemanfaatan aset, baik

berupa gedung, kendaraan, maupun peralatan kantor, dioptimalkan

dengan melakukan pemeliharaan secara berkala dan mengurangi

pemborosan. KPP Pratama Tabanan juga memanfaatkan aset digital dan

sistem berbasis cloud/onedrive kemenkeu untuk mengurangi kebutuhan

akan perangkat keras fisik yang memerlukan biaya pemeliharaan yang

tinggi.

e. Efisiensi pada Teknologi Informasi: Teknologi informasi menjadi salah satu

fokus utama dalam efisiensi yang dilakukan KPP Pratama Tabanan pada
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efisiensi dalam pengelolaan kinerja organisasi. Beberapa rekomendasi

yang mungkin diberikan antara lain:

- Perbaikan dalam pengelolaan anggaran untuk menghindari

pemborosan dan memastikan alokasi dana tepat sasaran.

- Penyederhanaan prosedur internal untuk mempercepat proses kerja

dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau

pemetaan ulang posisi untuk memastikan pegawai berada di posisi

yang sesuai dengan kompetensinya.

- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan

akurasi dan kecepatan pelayanan serta pengawasan.

c. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi Kinerja: Untuk memastikan

bahwa rekomendasi yang diberikan dapat diterapkan dengan efektif, KPP

Pratama Tabanan melakukan tindak lanjut yang terstruktur dan

berkelanjutan melalui pelaksanaan rapat pembinaan. Langkah-langkah

tindak lanjut yang dibahas dalam rapt pembinaan ini meliputi:

- Penetapan Rencana Aksi: Setiap seksi yang menerima rekomendasi

wajib menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi

tersebut. Rencana aksi ini mencakup target waktu, pihak yang

bertanggung jawab, serta indikator pencapaian yang jelas.

- Pemantauan dan Pelaporan: KPP Pratama Tabanan melakukan

pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa rencana aksi

tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Laporan

kemajuan akan disampaikan kepada kepala KPP Pratama Tabanan

untuk mengevaluasi sejauh mana tindak lanjut tersebut berhasil.

- Penyusunan Laporan Akhir: Setelah tindak lanjut diterapkan, unit

organisasi akan menyusun laporan yang menunjukkan hasil perbaikan

yang telah dilakukan, serta membandingkan antara kondisi sebelum

dan setelah penerapan rekomendasi. Laporan ini akan menjadi bahan

evaluasi bagi pihak yang berwenang untuk menilai keberhasilan

perbaikan yang telah dilakukan.
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2. Photo Tagging

Gambar 3. Tampilan data photo dan tagging Wajib Pajak
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3. MBS (Manajemen Berkas)

Gambar 4. Tampilan homepage aplikasi MBS

Gambar 5. Tampilan menu pada aplikasi MBS
























